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ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan penting scbagai penggerak utama mesin birokrasi.
Namun masih ditemukan kesenjangan kincrja di antara ASN, termasuk tingginya jumlah
ASN berkinerja buruk. Salah satu faktor penycbabnya dapat dilihat dari aspek pemenuhan
kebutuhan ASN, scperti tercermin dalam kasus pemberhentian ASN di Kementerian
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang tak sesuai prosedur. Maka dari itu, diperlukan
upaya pemenuhan kebutuhan dan perlakuan adil bagi ASN, yakni dengan pemberlakuan
hukuman dan penghargaan terhadap ASN. Adapun rumusan masalah dalam penclitian ini,
yaitu: (1) Bagaimana penerapan hukuman dan penghargaan (punishment and reward) dalam
rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi di Indonesia? (2)
Bagaimana implikasi penerapan hukuman dan penghargaan (punishment and reward) dalam
rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi di Indonesia? Penelitian
ini menggunakan jenis penclitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukuman dan
penghargaan sudah cukup baik karena terdapat aturan formal, struktur hierarki dengan
pelimpahan wewenang, dan spesialisasi tugas pejabat yang berwenang menghukum dan
memberi penghargaan. Namun masih terdapat kendala dalam penegakan hukuman dan
penghargaan, yaitu tindakan sewenang-wenang, minimnya kesadaran disiplin, dan tidak
tegasnya atasan. Implikasi penerapan hukuman dan penghargaan terhadap ASN yakni
adanya peningkatan kinerja, bagi instansi yakni adanya peningkatan produktivitas dan
kontribusi ASN, sedangkan bagi masyarakat yakni terhadap kualitas pelayanan.

Kata Kunci: Hukuman dan Penghargaan, Birokrasi, Aparatur Sipil Negara
Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,
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ABSTRACT

The State Civil Apparatus (ASN) plays an important role as the main driver of the
bureaucratic machine. However, there are still gaps in performance among ASNs, including
the high number of ASNs with poor performance. One of the contributing factors can be seen
from the aspect of fulfilling ASN needs, as reflected in the case of dismissal of ASN in the
Ministry of Higher Education, Science and Technology that was not in accordance with
procedures. Therefore, efforts are needed to fulfill the needs and fair treatment of ASN,
namely by imposing punishment and rewards on ASN. The formulation of the problems in
this study, namely: (1) How is the application of punishment and reward in the context of
improving the quality of human resources in the bureaucracy in Indonesia? (2) What are the
implications of the application of punishment and reward in the context of improving the
quality of human resources in the bureaucracy in Indonesia? This research uses normative
research with statutory, conceptual, and case approaches. The results of this study conclude
that the application of punishment and reward is good enough because there are formal
rules, hierarchical structures with delegation of authority, and specialization of the duties of
officials authorized to punish and reward. However, there are still obstacles in enforcing
punishment and reward, namely arbitrary actions, lack of disciplinary awareness, and
indecisiveness of superiors. The implications of the application of punishment and reward
for ASN are an increase in performance, for agencies, namely an increase in ASN
productivity and contribution, while for the community, namely the quality of service.

Keywords: Punishment and Reward, Bureaucracy, State Civil Apparatus
Main Supervisor, Co Supervisor,
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Birokrasi merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola tugas-tugas
administratif yang kompleks melalui koordinasi dan organisasi yang
terstruktur.! Birokrasi ideal memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap
pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat, efisien, dan terorganisir secara
teratur. Secara etimologis birokrasi terbagi dalam dua kata, yakni bureau (berarti
meja) dan cratein (berarti kekuasaan), yang artinya kekuasaan berada pada

2 Definisi berdasarkan istilah ini

orang-orang yang di belakang meja.
mengartikan bahwa pada dasarnya birokrasi memang berpatokan pada orang-
orang yang ada di dalamnya yakni Sumber Daya Manusia (SDM) birokrasi
pemerintahan atau sumber daya aparatur.

Setiap organisasi baik organisasi formal maupun non-formal memiliki
tujuan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan tertentu dengan
mempergunakan seluruh sumber daya yang ada di dalam organisasi.® Hal yang
sama berlaku dalam organisasi pemerintahan, yang mana sumber daya aparatur

menjadi elemen kunci dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan

organisasi pemerintah. Untuk mewujudkan visi, misi dan mencapai tujuan

! Tommy F. Lolowang, "Refleksi Dinamika Reformasi Organisasi Birokrasi Indonesia di Masa
Depan", Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2008, him. 45.

2 Muhammad, Birokrasi (Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance), Cet. Pertama,
Unimal Press, Lhokseumawe, 2018, him. 11.

3 Suhanda, "Urgensi Sumber Daya Manusia Menuju Aparatur Sipil Negara Potensial Berbasis
Ketangguhan Mental-Spiritual", RI’AYAH, Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2016, hlm. 207.



penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, instansi pemerintah
tentunya menjalankan berbagai jenis kegiatan yang saling berkaitan. Meskipun
sarana prasarana memiliki peranan penting sebagai alat penunjang dalam
pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, keberadaan sumber daya aparatur juga
menjadi aspek vital. Sumber daya aparatur ialah aspek yang menjalankan
kegiatan pemerintahan yakni sebagai pihak yang secara langsung terlibat mulai
dari menentukan langkah strategis atau formulasi, implementasi hingga evaluasi
kebijakan organisasi.* Dengan kata lain, sumber daya aparatur adalah penggerak
utama mesin birokrasi pemerintahan. Sumber daya aparatur merujuk pada
pegawai pemerintah yang bekerja dan menjalankan kerangka tugas, fungsi serta
tanggung jawabnya dalam sistem pemerintahan. Adapun pegawai pemerintah
yang dimaksud yakni Aparatur Sipil Negara atau ASN yang meliputi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pegawai ASN menjalankan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah
yakni dalam hal memberikan pelayanan publik, menjaga keamanan, ketertiban,
dan ketentraman masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN
memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan
pemersatu bangsa.® Pada Pasal 10 UU ASN dicantumkan pula tugas dari ASN,

yakni:®

4 Eko Wicaksono, "Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara
dalam Mendukung Pembangunan dan Pengembangan Kota Probolinggo", Journal on Education, Vol.
4 Nomor 4 Tahun 2022, hlm. 1732.

5 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran
Negara Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897, Bab IV, pasal 10, tahun 2023.

6 Ibid, Pasal 11.



a. “melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas;

c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dan dalam Pasal 12 UU ASN dinyatakan bahwa peran pegawai ASN, yakni:’
“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional
melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional,
bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme.”

Melalui tugas dan peran sebagaimana tercantum dalam ketentuan di atas,

semakin tergambar peran penting ASN sebagai penggerak birokrasi. Dalam hal

ini, ASN dituntut untuk terus mengembangkan diri dan wajib
mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Namun dalam praktiknya, masih banyak pegawai ASN memiliki kinerja yang

tak sesuai dengan yang diharapkan serta diamanatkan peraturan perundang-

undangan, yang mana ini menjadi dasar birokrasi ideal belum dapat tercapai.
Salah satu permasalahan birokrasi ialah mengenai kualitas sumber daya
aparatur yang masih rendah.® Kehendak dari adanya birokrasi yakni agar tugas
atau pekerjaan pemerintahan dapat berjalan lebih efisien dan terorganisir karena
dijalankan oleh sejumlah pegawai pemerintah yang memang handal. Namun
sebaliknya, ketimpangan birokrasi diakibatkan oleh lemahnya sumber daya
aparatur yakni pegawai pemerintah itu sendiri. Praktik birokrasi pemerintahan

seringkali jauh dari makna dan tujuan yang ideal dikarenakan masih terdapat

ketimpangan dalam aspek sumber daya aparaturnya. Identitas sumber daya

7 Ibid, Pasal 12.
8 Riyadi, "Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Perilaku Administrasi", Jurnal Ilmu
Administrasi, Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2008, hlm. 110.



aparatur dikaitkan dengan kinerja yang berbelit-belit, lamban serta penuh
dengan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Padahal sumber daya aparatur
yakni pegawai ASN yang tercantum dalam UU ASN hendaknya bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berbagai permasalahan sumber daya aparatur yang sudah sangat dikenal
dan dirasakan masyarakat, antara lain ketika masyarakat mengurus sesuatu di
kantor pemerintah, masih saja terdapat kekurangan yang beberapa di antaranya,
yakni prosedur yang berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama,
membutuhkan biaya yang besar termasuk biaya-biaya tambahan berupa
pungutan liar, pelayanan yang kurang ramabh, terjadinya praktek kolusi, korupsi
dan nepotisme.® Buruknya kinerja sumber daya aparatur dapat dilihat dalam
kasus terkait pelayanan buruk Bea Cukai yang terjadi di Bandara Soekarno-
Hatta pada tahun 2023. Seorang pengusaha mengalami kesulitan melakukan
proses impor barang dikarenakan petugas Bea Cukai yang dianggap tak
kooperatif dan memberikan informasi yang tidak jelas. Pengusaha tersebut harus
menunggu lama dan bolak-balik ke kantor Bea Cukai untuk menyelesaikan

19 Hal ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan

proses impor.
berdampak pula pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja

pegawai ASN.

® Misnawati Yusriadi, "Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu
Satu Pintu)", Jurnal llmiah llmu Administrasi Publik, Vol. 7 Nomor 2 Tahun 2017, him. 101.

10 Fitri Wahyu Niarseh, "Kasus Pelanggaran Etika Administrasi Publik (Studi Kasus Buruknya
Pelayanan Bea Cukai)", Kompasiana, 2024,
https://www.kompasiana.com/fitriwahyuniarseh5397/661f69691470933619384432/kasus-
pelanggaran-etika-administrasi-publik-studi-kasus-buruknya-pelayanan-bea-cukai, (diakses pada
tanggal 20 September 2024).



Selain itu, terdapat pengalaman buruk yang dialami masyarakat saat
berurusan dengan petugas Bea Cukai dan sempat vira/ di media sosial, yakni
banyaknya keluhan terkait intimidasi dan ketidakjelasan informasi mengenai
bea masuk dan pajak. Meskipun pihak Bea Cukai meminta maaf, banyak
pengamat menilai bahwa permintaan maaf saja tidak cukup untuk memperbaiki
citra mereka.!! Di samping itu, terdapat 24 kasus pelanggaran ASN dan 21 di
antaranya yakni sebanyak 21 PNS diberhentikan karena sering bolos kerja.
Sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian mengungkapkan bahwa sebagian
besar kasus ini melibatkan PNS yang tidak masuk kerja lebih dari 46 hari.*2

Di sisi lain, berdasarkan hasil survei Indeks Profesionalisme dan Moderasi
Beragama terdapat 40% atau sekitar 100 ribu pegawai ASN Kementerian Agama
yang masuk dalam kategori tidak profesional.'® Padahal pegawai ASN Kemenag
merupakan etalase pelayanan bagi instansinya, yang mana kualitas pelayanan
kepada masyarakat akan tercermin dari sikap dan perilaku para pegawai ASN
tersebut. Menurut Supardiyana, ASN yang memiliki etos kerja yang kurang dan
bekerja seadanya serta tidak optimal berdampak pada birokrasi yang menjadi

kurang profesional. Sebagai pelayan publik, kinerja ASN yang rendah bahkan

11 BBC News Indonesia, "Viral Pelayanan Buruk Bea Cukai, Minta Maaf Saja “Tidak Cukup”,
Kata Pengamat", BBC News Indonesia, 2023, https://www.bbc.com/indonesia/articles/c137xz7yxrlo,
(diakses pada tanggal 18 Maret 2025).

12 Humas MenPANRB, "Rajin’ Bolos, 21 PNS Diberhentikan", Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, 2018, https://menpan.go.id/site/berita-terkini/rajin-bolos-
21-pns-diberhentikan, (diakses pada tanggal 18 Maret 2025).

13 Asep Firmansyah, "Menag Sebut 100 Ribuan ASN di Kemenag Berkategori Tidak
Profesional", ANTARA, 2022, https://www.antaranews.com/berita/3330060/menag-sebut-100-
ribuan-asn-di-kemenag-berkategori-tidak-profesional, (diakses pada tanggal 26 September 2024).



buruk menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dan juga dapat memberikan
dampak negatif pada aspek-aspek pemerintahan.'*

Rendahnya profesionalisme, budaya kerja dan etos kerja pegawai
merupakan persoalan klasik yang dapat ditemukan dalam diri ASN di Indonesia
sejak dulu. Sebagaimana dipahami bahwa sumber daya aparatur memegang
peranan penting dalam suatu sistem pemerintahan yakni sebagai penggerak dan
penyelenggara tugas-tugas pemerintahan itu sendiri. Oleh karenanya, fondasi
dasar pembaharuan atau reformasi birokrasi seutuhnya harus dimulai dari
reformasi terhadap pengelolaan dan penataan sumber daya aparatur. Reformasi
pengelolaan sumber daya aparatur ini merupakan kebutuhan mendesak untuk
dijalankan agar diperoleh aparatur yang profesional, berkinerja tinggi, dan
sejahtera dalam menyokong pencapaian pengelolaan birokrasi yang baik.

Kinerja pegawai ASN yang masih tergolong rendah ditunjukkan pula
dengan adanya persentase ASN dengan kompetensi dan kinerja yang rendah
bahkan buruk hampir mencapai 35%, ASN dengan kompetensi dan kinerja yang
tinggi hanya mencapai 19,82%, sedangkan sisanya kurang lebih 45% ialah
pegawai dengan kompetensi yang baik dan kinerja yang buruk, juga pegawai
dengan kompetensi yang buruk dan kinerja yang baik.'® Data ini menunjukkan

bahwa kualitas ASN sebagai SDM birokrasi masih jauh dari kata baik, bahkan

14 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, "ASN Yang Tidak Profesional
Mempersulit Masyarakat", 2022, https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1456-
asn-yang-tidak-profesional-mempersulit-masyarakat, (diakses pada tanggal 26 September 2024 14:00
WIB).

15 Ade Miranti Karunia, Aprillia Ika, "35 Persen ASN di RI Kinerjanya Rendah, BKN: Seperti
“Kayu Mati” Karena Malas", Kompas, 2022,
https://money.kompas.com/read/2022/07/21/142000926/35-persen-asn-di-ri-kinerjanya-rendah-bkn-
-seperti-kayu-mati-karena-malas, (diakses pada tanggal 18 September 2024).



dapat dikatakan kualitas SDM birokrasi masih tergolong rendah. Dan yang
menjadi salah satu sorotan ialah bahwa terdapat kesenjangan antara pegawai
ASN dengan kinerja yang tinggi atau dalam kata lain berprestasi dengan
pegawai ASN dengan kinerja yang rendah bahkan tergolong buruk. Kinerja
buruk pegawai ASN ini sendiri pada dasarnya disebabkan oleh adanya
pelanggaran terhadap kewajiban mereka sebagai pegawai ASN. Sedangkan,
kinerja pegawai ASN yang berprestasi disebabkan oleh adanya hasil maupun
perilaku kerja yang melebihi kewajiban mereka sebagai ASN atau dapat
dikatakan berkinerja unggul. Dalam kata lain, buruknya kinerja ialah akibat dari
adanya pelanggaran terhadap kewajiban, dan prestasi kinerja ialah akibat dari
adanya kepatuhan yang melebihi kewajibannya juga adanya hasil maupun
perilaku kerja yang baik secara terus menerus.

Salah satu faktor adanya kinerja ASN yang buruk dapat dilihat dari aspek
pemenuhan kebutuhan pegawai. Terdapat kasus yang menggambarkan bahwa
masih terdapat ASN yang ditindak sewenang-wenang. Contohnya yakni pada
kasus seorang ASN bernama Neni Herlina di Kemendiktisaintek yang dipecat
secara sepihak tanpa proses yang jelas dan hanya melalui pesan WhatsApp,
meski telah menjalankan tugasnya dengan baik.'® Kasus ini menimbulkan protes
besar dari rekan-rekannya, yang merasa bahwa penghargaan dan perlakuan adil
terhadap ASN sangat kurang, bahkan cenderung sewenang-wenang. Adanya

kasus ini menjadi penggambaran bahwa pemenuhan hak terhadap pegawai ASN

16 Erico Anugerah Perdana, ‘Krisis Kepemimpinan di Kemendiktisaintek: Tindakan Arogan
Menteri yang Memicu Protes ASN’, Kompasiana, 2025,
https://www.kompasiana.com/erico90062/678eS5ec6ed64151ec91b4522/krisis-kepemimpinan-di-
kemendiktisaintek-tindakan-arogan-menteri-yang-memicu-protes-asn, (diakses 27 April 2025).



masih belum cukup memadai. Sehingga diperlukan upaya pemenuhan hak dan
penegakan kewajiban bagi pegawai ASN mengingat bahwa terdapat
kesenjangan dalam kinerja dan juga guna meningkatkan kualitas pegawai ASN.

Instansi pemerintah hendaknya memperhatikan hal yang paling utama
yakni pemenuhan kebutuhan pegawail’ yang adil, yang mana harus terdapat
perbedaan dalam menindaklanjuti adanya kesenjangan kinerja pegawai yang
buruk dan yang berprestasi. Harus ada upaya pemenuhan hak bagi pegawai yang
berprestasi dan penegakan kewajiban berupa pemberian konsekuensi bagi
pegawai yang kinerjanya buruk. Upaya pemenuhan kebutuhan pegawai ASN
yang adil ini dapat dilakukan dengan memberlakukan hukuman atau punishment
bagi pegawai ASN dengan kinerja buruk dan penghargaan atau reward bagi
pegawai ASN dengan kinerja yang berprestasi. Pemberlakuan punishment dan
reward terhadap pegawai dilakukan agar kinerja sumber daya aparatur tetap
terjaga.

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur merupakan upaya pemerintah
dalam meningkatkan kinerja agar memperoleh sumber daya aparatur yang
berkualitas dan profesional, yang mampu berprestasi dan fleksibel untuk
instansi dalam geraknya di masa depan.'® Sebagaimana dijelaskan, salah satu
upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang dapat ditempuh ialah

dengan pemberlakuan punishment dan reward.*® Dalam Pasal 11 ayat (2) dan

17 Riska Fitriyani, "Pelaksanaan Reward dan Punishment dalam Kinerja Aparatur Sipil Negara
pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh", Fakultas Ilmu Sosial dan I[lmu Pemerintahan,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023, him. 2.

18 Suhanda, op. cit, hlm. 219.

19 Pri Fitri Novera Damarwati, "Artikel Opini: Penerapan Kebijakan Reward dan Punishment
dalam Birokrasi’, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka



(3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diatur
ketentuan mengenai punishment dan reward ini. Pada Pasal 11 ayat (2) UU
Pelayanan Publik, dinyatakan bahwa:?°

“Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana yang
memiliki prestasi kerja.”

Dan pada Pasal 11 ayat (3) UU Pelayanan Publik, dinyatakan bahwa:?

“Penyelenggara wajib memberikan hukuman kepada pelaksana yang
melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggara.”

Punishment dan reward digunakan sebagai salah satu langkah untuk
pemenuhan kebutuhan pegawai guna mencapai titik kualitas diri yang terbaik.
Penggunaan punishment dan reward sejatinya akan menjadi acuan bagi pegawai
untuk meningkatkan kemampuan dan juga pengembangan diri, sehingga laju
peningkatan kinerja akan berpengaruh kepada organisasi yang dalam hal ini
yakni instansi pemerintah.?? Berangkat dari permasalahan tersebut, menjadi
pertanyaan bagi Penulis terkait penerapan punishment dan reward oleh
pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam
birokrasi di Indonesia. Dengan demikian, Penulis mengangkat judul penelitian
skripsi yakni “Penerapan Hukuman dan Penghargaan (Punishment and
Reward) dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

dalam Birokrasi di Indonesia”.

Belitung, 2022,  https://dinsospmd.babelprov.go.id/content/artikel-opini-penerapan-kebijakan-
reward-dan-punishmen-dalam-birokrasi, (diakses pada tanggal 19 September 2024).

2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25, tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038, Bab III, Pasal 11 ayat (2), Tahun 2009.

2L Ibid, pasal 11 ayat (3).

22 Chindy Aprilia, "Pemberian Reward and Punishment dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai
Kementerian Agama Lampung Selatan", Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri
Raden Intan, Lampung, 2024, him. 10.
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukuman dan penghargaan (punishment and reward)
dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi
di Indonesia?

2. Bagaimana implikasi penerapan hukuman dan penghargaan (punishment
and reward) dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia
dalam birokrasi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum di atas, penelitian ini
bertujuan untuk:

1. Mengkaji penerapan hukuman dan penghargaan (punishment and reward)
dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi di
Indonesia.

2. Mengkaji implikasi dari penerapan hukuman dan penghargaan (punishment
and reward) dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia
dalam birokrasi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi
teoritis maupun segi praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat yang
memberikan dampak dalam jangka panjang yakni bagi pengembangan ilmu.
Sedangkan manfaat praktis sendiri yakni manfaat yang memberikan dampak
secara langsung, yang mana dalam penelitian pasti ada suatu masalah yang

hendak dikaji dan dipecahkan. Sehingga manfaat praktis berfokus pada manfaat
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dalam mencari penyelesaian dari masalah terkait.?®> Adapun manfaat teoritis dan
manfaat praktis yang diharapkan dapat diperoleh melalui adanya penelitian ini,
yakni:
1. Manfaat Teoritis
Menambah referensi keilmuan bagi para peneliti dan akademis
selanjutnya mengenai bidang ilmu hukum administrasi negara, yang dalam
penelitian ini yakni berfokus pada penerapan hukuman dan penghargaan

atau punishment and reward dalam upaya meningkatkan kualitas ASN di

Indonesia. Sehingga diharapkan pula dapat menambah kajian terkait upaya

reformasi birokrasi dalam aspek sumber daya manusia.

2. Manfaat Praktis

a. Memberi saran dan masukan bagi instansi pemerintah agar dapat
memenuhi tanggung jawabnya dalam menerapkan hukuman dan
penghargaan secara konsisten;

b. Memberi saran dan masukan bagi pegawai pemerintahan yakni dalam
lingkup ASN yang mencakup PNS dan PPPK, agar lebih memahami
kembali hak dan kewajiban mereka sebagai ASN serta penjatuhan
hukuman dan pemberian penghargaan bagi mereka, yang kemudian
diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN dalam menjalankan tugas

sebagai SDM birokrasi.

23 Deepublish Store, "Manfaat Penelitian: Fungsi, Jenis dan Contoh", 2024,

https://deepublishstore.com/blog/pengertian-manfaat-
penelitian/?srsltid=AfmBOoqvcQkOW3P8sIMzRuxs YkjfXo0-4sTf35q3N7291-P5SmZRg34GR 1,
(diakses pada tanggal 20 September 2024).
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¢. Memberi saran dan masukan bagi masyarakat untuk turut andil dalam
upaya pembaharuan birokrasi, yakni dalam kaitannya terhadap
pengawasan terhadap kinerja ASN, sehingga diharapkan pemerintah
kemudian dapat menanggapi penilaian masyarakat secara aktif dan

responsif.

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang dikaji dalam penelitian ini yakni terkait penerapan
hukuman dan penghargaan dalam peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia berupa
Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, lingkup
penelitian ini juga mencakup implikasi dari penerapan hukuman dan
penghargaan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam

birokrasi di Indonesia.
F. Kerangka Teori
1. Teori Birokrasi Pemerintahan

Menurut Blau dan Page, birokrasi yakni tipe suatu organisasi yang
mengkoordinir secara sistematis pekerjaan dari banyak orang dan
bertujuan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar.* Selain
daripada itu, Bintoro Tjokroamidjojo menyatakan bahwa birokrasi
dimaksudkan untuk mengorganisir suatu pekerjaan yang harus dilakukan

oleh banyak orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam

2 Tommy F. Lolowang, loc. cit.
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penyelesaiannya.?® Sehingga tujuan dari adanya birokrasi adalah agar
pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Dapat
disimpulkan bahwa birokrasi memiliki arti yakni organisasi yang
mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis untuk mencapai
tujuan administratif yang besar, sehingga pekerjaan yang melibatkan
banyak orang dapat terorganisir dengan teratur.

Istilah birokrasi diserap dari konsep Yunani kuno, yang mana pada saat
itu birokrasi adalah lembaga yang berisikan para pejabat, juru tulis dan
sekretaris yang diangkat bukan untuk melayani kepentingan umum,
melainkan mengabdi kepada raja atau penguasa. Konsep ini menjadikan
birokrasi mendapat kesan negatif dan terkesan kaku serta menyulitkan
masyarakat, yang kemudian muncul pula istilah penyakit birokrasi atau
“bureaumania”.®® Pandangan negatif terhadap birokrasi mendorong
gagasan untuk memunculkan birokrasi yang positif, yakni dalam arti
mencari bentuk birokrasi yang ideal sebagai lembaga yang berperan
melayani masyarakat, bukan melayani diri sendiri.

Birokrasi pemerintahan yang ideal menurut Max Weber yakni harus
diatur berdasarkan struktur, fungsi, dan proses yang normatif serta
mekanistik.?” Pengaturan ini harus dilakukan dengan cara yang
komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip rasional yang mendasari

birokrasi. Dalam pandangannya, birokrasi berfungsi sebagai alat yang

% Ibid.

%6 Muhammad, op. cit, hlm. 5.

2" Yudi Rusfiana dan Cahya Supriatna, Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan,
Cet. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2021, him. 62.
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paling efisien untuk mengontrol tindakan manusia dan mencapai tingkat
efisiensi teknis yang optimal. Oleh karena itu, birokrasi ideal memerlukan
sistem yang terstruktur dengan baik, yang mana setiap elemen memiliki
peran dan tanggung jawab yang jelas dalam hierarki organisasi.

Banyak ahli yang melakukan penelitian dan menulis tentang birokrasi
menekankan bahwa fungsi staf pegawai administrasi perlu memiliki
pendekatan yang spesifik guna meningkatkan pelaksanaan tugas yang
dikerjakan agar lebih efektif dan efisien. Hal ini dirumuskan, yakni antara
lain penerapan peraturan yang ketat dalam bekerja (rule); penugasan yang
spesifik (spesialisasi); sifat yang kaku, tidak bertele-tele dan sederhana
(zakelijk); pelaksanaan yang bersifat formal; struktur organisasi yang
hierarkis, ditetapkan oleh institusi; berdasar pada logika yang rasional;
sentralistik atau terpusat (otoritas); kepatuhan dan ketaatan; disiplin dan
tak melanggar ketentuan yang ada; sistematis; serta perlakuan yang tak
memihak (impersonal).?®

Menurut Weber sendiri birokrasi ideal adalah:?°

“a clearly defined hierarchy where office holders have very specific

functions and apply universalistic rules in a spirit of formalistic
impersonality”.

Artinya adalah sebuah struktur hierarki yang terdefinisi secara tegas,
yang mana setiap jabatan memiliki tugas spesifik dan menjalankan aturan

yang bersifat umum, dengan prinsip impersonalitas yang bersifat formal.

28 Ibid.
2 Yulyana Dewi, "Reformasi Birokrasi Daerah di Bali (Sekedar Wacana Retorika Ataukah
Realita)", Jurnal llmiah Dinamika Sosial, Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 177.
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Sebagaimana pula karakteristik atau ciri-ciri dari birokrasi yang ideal atau
ideal type of bureaucracy menurut Weber, yakni:°

1. Hierarkis. Struktur hierarki yang di dalamnya terdapat pelimpahan
wewenang dari atas ke bawah organisasi. Birokrasi menurut Weber
memiliki struktur organisasi yang berbentuk piramida, yang mana
otoritas dan tanggung jawab didelegasikan secara berjenjang dari
pimpinan tertinggi hingga ke level terbawah. Setiap level memiliki
atasan dan bawahan yang jelas, sehingga alur komando dan pelaporan
sangat terstruktur.

2. Spesialisasi. Serangkaian jabatan resmi, masing-masing dengan tugas
dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Setiap posisi atau jabatan
dalam birokrasi memiliki uraian tugas, tanggung jawab, dan
wewenang yang jelas dan tertulis. Pembagian kerja dilakukan secara
spesifik dan terperinci untuk menghindari tumpang tindih tugas dan
memastikan efisiensi kerja.

3. Pengaturan formal. Aturan formal, regulasi, dan standar yang
mengatur  operasional organisasi dan perilaku anggotanya.
Operasional organisasi diatur oleh seperangkat aturan dan prosedur
tertulis yang bersifat formal. Setiap anggota organisasi wajib
mematuhi peraturan ini, sehingga tercipta konsistensi, prediktabilitas,

dan keadilan dalam pelaksanaan tugas.

%0 yudi Rusfiana dan Cahya Supriatna, loc. cit.
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4. Kualifikasi. Pegawai yang direkrut berdasarkan kualifikasi teknis dan
dipekerjakan secara karier, dengan promosi berdasarkan kualifikasi
dan kinerja. Pegawai birokrasi dipilih dan diangkat berdasarkan
keahlian, pendidikan, dan kompetensi yang relevan dengan tugasnya.
Karier dan promosi didasarkan pada prestasi kerja dan kualifikasi,
bukan karena hubungan pribadi atau favoritisme.

5. Impersonal. Hubungan antarpribadi dalam organisasi didasarkan pada
prinsip impersonal (tidak pribadi). Interaksi dan hubungan kerja
dalam birokrasi bersifat impersonal, artinya keputusan dan tindakan
diambil berdasarkan aturan dan kepentingan organisasi, bukan atas
dasar hubungan pribadi, emosi, atau pertimbangan subjektif. Hal ini
untuk menjaga objektivitas dan profesionalisme.

Tipe ideal birokrasi menurut Weber adalah model organisasi yang

menekankan struktur yang hierarkis, pembagian kerja yang jelas, aturan

formal, rekrutmen dan promosi berdasarkan kompetensi, serta hubungan
kerja yang impersonal.®® Tujuan utama model ini adalah mencapai
efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas dalam pelaksanaan tugas organisasi,
terutama dalam organisasi besar dan pemerintahan modern. Weber menilai
bahwa birokrasi yang ideal merupakan sistem administrasi paling rasional
dan efisien untuk mengelola organisasi yang kompleks, meskipun dalam
praktiknya, tipe ideal ini jarang ditemukan secara sempurna di dunia

nyata.

3 Ibid.
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Keluhan terhadap birokrasi serta keinginan untuk mengubah dan
memperbaiki birokrasi sudah sama tuanya dengan eksistensi
pemerintahan.®? Konsep pembaharuan terhadap birokrasi masih berlanjut
hingga sekarang, yang mana upaya membenahi birokrasi dikenal dengan
istilah reformasi birokrasi. Menurut KBBI, reformasi adalah perubahan
secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam
suatu masyarakat atau negara.* Reformasi birokrasi pada umumnya
berkaitan dengan dua dimensi yaitu dimensi keorganisasian dan dimensi
sumber daya aparatur.®* Dimensi keorganisasian berkaitan dengan
struktur, budaya pada organisasi, teknologi, hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, dimensi sumber daya
aparatur terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, pola pikir
atau mindset, disiplin, integritas, serta kinerja.

2. Teori Pengawasan
Menurut Sarwoto arti dari pengawasan, yakni:
“Kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan

dapat terlaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan
atau hasil yang sudah dikehendaki.”%

Sedangkan S.P. Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

pengawasan ialah:

32 Ibid, hlm. 3.

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, 2016,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus, (diakses pada tanggal 20 September 2024).

3 Mohammad Thahir Haning, "Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif
Administrasi Publik", Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2018,
hlm. 25.

% Yuniarti et.al., "Pelaksanaan Pengawasan dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas", Jurnal S-1 Administrasi Publik, Vol.8
Nomor 3 Tahun 2019, hlm. 3.
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“Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang
dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya.”>®

Dalam definisi tersebut terdapat dua poin yang antara lain pertama yakni
berupa inti perbuatan atau wujud dari pengawasan dan poin kedua yakni
berupa tujuan dari adanya pengawasan.®’ Tujuan yang hendak dicapai dari
pengawasan menurut pendapat beberapa ahli di atas pada intinya yakni
agar pekerjaan yang telah dijalankan sesuai dengan rencana serta
mendapatkan hasil yang dikehendaki.

George R. Terry mengemukakan bahwa pengawasan adalah salah satu
elemen yang sangat penting dalam mengelola setiap organisasi, baik
organisasi formal maupun informal. Pengawasan menurut Terry yakni
sebagai salah satu dari 4 fungsi manajemen yang di antaranya, yakni
fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),

).38 Dari pembagian ini

pelaksanaan (actuating), pengawasan (controlling
dapat dipahami bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang mutlak dan
esensial yang harus ada dalam suatu manajemen organisasi. Pengawasan

memiliki manfaat yakni dalam hal planning atau menentukan tujuan dan

juga cara mencapai tujuan, organizing atau strukturisasi organisasi dan

3 Yulianta Saputra, "Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara", Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, https://ilmuhukum.uin-
suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara, (diakses
pada tanggal 26 September 2024).

37 Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan
Aparatur Pemerintah, Cet. Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, him. 21.

%8 Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, Pengawasan Hukum terhadap Aparatur
Negara, Cet. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2019, hlm. 5.
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kegiatan di dalamnya, serta actuating atau memotivasi dan mengarahkan
anggota di dalam organisasi tersebut.*
Untuk fungsi dari pengawasan ini sendiri menurut Ernie dan
Saefullah, yakni:*°
1. Menilai keberhasilan dan pencapaian serta target yang telah
ditentukan berdasarkan indikator yang ada.
2. Mengambil tindakan klarifikasi dan perbaikan terhadap
penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang
terkait dengan pencapaian.
Sedangkan fungsi pengawasan menurut Maringan Masry Simbolon,
yakni:*
1. Meningkatkan rasa tanggung jawab pejabat yang diberikan tugas dan
wewenang.
2. Melatih pejabat untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
ketentuan dan prosedur yang berlaku.
3. Menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian,
dan kelemahan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar setiap kegiatan

yang dijalankan tetap lancar dan efisien.

3 Abd Cholig, "Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai",
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-
palu/baca-artikel/13454/Peran-Pengawasan-Dalam-Meningkatkan-Kedisiplinan-Kerja-
Pegawai.html#:~:text=dan%20Manfaat%20Pengawasan-,a., (diakses pada tanggal 27 September
2024).

40 Yylianta Saputra, loc. cit.

4 Ibid.
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Pengawasan menurut Sujamto dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk
pengawasan preventif dan pengawasan represif. Sebagaimana asal kata
preventif yakni prevent yang artinya mencegah, pengawasan preventif
dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi sesuatu hal yang tak
diinginkan. Sujamto mengemukakan bahwa pengawasan preventif
merupakan jenis pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan
dilaksanakan, yaitu dengan fokus pada aspek-aspek yang bersifat
rencana.*? Salah satu bentuk pengawasan preventif ini yakni sosialisasi
atau penyuluhan terhadap masyarakat.

Sebaliknya, pengawasan represif dilakukan setelah kegiatan selesai
dilaksanakan. Pengawasan represif juga dapat diartikan sebagai salah satu
bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.*® Sebagai suatu
bentuk pengendalian sosial, pengawasan atau pengendalian represif pada
dasarnya merupakan suatu upaya untuk mengontrol jalannya sesuatu
dengan memberikan konsekuensi bagi seseorang yang melanggar atau
melakukan penyimpangan. Salah satu bentuk upayanya yakni dengan
menjatuhkan sanksi atau hukuman bagi seseorang yang melanggar atau

menyimpang dari suatu ketentuan yang telah ditetapkan.**

4 Inspektorat Daerah  Pemkab  Buleleng, "Jenis-Jenis Pengawasan", 2016,

https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-
76#:~text=Pengawsan  Preventif adalah pengawasan yang,Sujamto%2C 1986 %3A
85).&text=Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau
kegiatan dilaksanakan., (diakses pada tanggal 24 Maret 2025).

* Ibid.

4 Aris, "Pengertian & Jenis Pengendalian Sosial (Preventif, Represif, Koersif)", Gramedia,
2024, https://www.gramedia.com/literasi/pengendalian-
sosial/?srsltid=AfmBO00qiVjzLnMfviCp9rrvHIxD4LNEI8AM2jrIxh4AzRkgNG8ypOEC, (diakses
pada tanggal 24 Maret 2025).
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3. Teori Penegakan Hukum
Dalam arti luas, penegakan hukum ialah meliputi berbagai aktivitas
guna menjalankan dan mengimplementasikan hukum, serta mencakup
pengambilan tindakan hukum dalam hal adanya pelanggaran atau suatu
tindakan menyimpang yang dilakukan oleh subjek hukum, baik dengan
proses jalur litigasi maupun non-litigasi.*® Sementara itu, dalam arti
sempit, definisi dari penegakan hukum yakni meliputi tindakan
menegakan aturan sebagaimana yang tertulis dan berlaku.*® Penegakan
hukum menurut Satjipto Rahardjo, yakni diartikan sebagai suatu usaha
untuk meralisasikan ide-ide atau konsep-konsep,*’ yang awalnya sekedar
nilai atau konsep saja kemudian dapat diwujudkan melalui penegakan
hukum. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah
proses perwujudan ide-ide.*®
Menurut P. Nicolai, sarana penegakan Hukum Administrasi Negara
berisikan:*°
1. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan
pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis
dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban

kepada individu, dan;

5 Wicipto Setiadi, ‘Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka
Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in
the Contect of Human Resource Development)’, Majalah Hukum Nasional, Vol. 48 Nomor 2 Tahun
2018, him. 5.

% Ibid.

47 Ibid.

48 Hasaziduhu Moho, ‘Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,
Keadilan, Dan Kemanfaatan’, Jurnal Warta, 13.1 (2019), hlm. 6.

49 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cet. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, him. 296.
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2. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat jalannya penegakan hukum,

yang di antaranya ialah:°

1. Faktor dari peraturannya. Beberapa kendala yang sering muncul dalam
aspek aturan yakni meliputi ketidakcukupan peraturan untuk
menangani masalah sosial yang berkembang, sehingga menyulitkan
pelaksanaan hukum. Selain itu, adanya regulasi yang saling
bertentangan juga menimbulkan kerumitan dan ketidakjelasan dalam
proses penegakan hukum.

2. Faktor subjek pejabat atau pimpinan yang menghukum. Kendala dalam
proses penegakan hukum juga sering terjadi disebabkan oleh faktor
subjek yang menjatuhkan hukum itu sendiri. Hambatan oleh pimpinan
ini berasal dari perilaku dan kapasitas diri pimpinan tersebut, mulai dari
tindakan korupsi, kurangnya kompetensi, diskriminasi, dan perilaku
tidak profesional, yang secara keseluruhan mengurangi keadilan,
objektivitas, dan efektivitas proses hukum.

3. Faktor sarana. Kendala yang tak jarang terjadi dalam proses menegakan
hukum salah satunya yakni terletak pada sarana. Kondisi infrastruktur
hingga sumber daya manusia yang kurang memadai berdampak pada
efektivitas penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat. Faktor ini menjadi salah satu aspek yang

berpengaruh pada penegakan hukum. Beberapa kendala yang muncul

%0 Farah Rahmawaty et.al., "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di
Indonesia", Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara, Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2024, him. 54.
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pada masyarakat yakni kurangnya kesadaran untuk memahami aturan
juga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pejabat atau lebih
luas lagi terhadap pemerintah itu sendiri sehingga berdampak pada
lambatnya tindakan untuk menegakan hukum.

5. Faktor budaya. Budaya hukum yang berbeda-beda di masyarakat
mempengaruhi cara hukum dipahami dan diterapkan, termasuk pula
cara masyarakat yang cenderung memilih penyelesaian sengketa secara
informal.

4. Teori Hak dan Kewajiban
Notonagoro menyatakan bahwa hak adalah sebuah kekuasaan yang
diberikan kepada seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang
diinginkan dan seharusnya diterima atau dilakukan oleh orang tersebut.

Hak ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain, sehingga hanya yang

bersangkutan yang dapat menggunakan atau menerimanya. Sedangkan,

kewajiban menurut Notonagoro ialah tanggung jawab yang harus
dilaksanakan yaitu untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang
sepatutnya harus dilakukan oleh individu tertentu.®® Dapat disimpulkan
bahwa berdasarkan pendapat tersebut, hak adalah sesuatu yang seharusnya
diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang
seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam kata lain yakni tanggung

jawab seseorang.

51 Annisa Fianni Sisma, "Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli", Kata Data, 2024,
https://katadata.co.id/lifestyle/edukasi/65db387dc234a/pengertian-hak-dan-kewajiban-menurut-
para-ahli, (diakses pada tanggal 23 Maret 2025).
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Menurut John Salmond, hak terbagi menjadi empat kategori yang
berbeda. Pertama, yakni dalam arti sempit yang mana hak sering
dipandang sebagai pasangan dari kewajiban. Kedua, yakni dalam arti
kebebasan, ialah yang memberikan individu hak untuk melakukan,
menerima, dan memiliki sesuatu. Ketiga, yakni dalam arti kekuasaan, hak
yang diberikan kepada individu dan dapat digunakan melalui proses
hukum. Terakhir, yakni dalam arti kekebalan, hak yang memungkinkan
individu untuk terhindar dari kekuasaan hukum orang lain.>2

Hak dan kewajiban sebagaimana yang dikemukakan oleh L. J. van
Apeldoorn yakni sebagai dua segi dari suatu hubungan hukum. Apabila
satu pihak memiliki hak, maka secara refleks pihak lain akan memiliki
kewajiban. Sementara itu, Hans Kelsen memberikan penjelasan yang
sedikit berbeda, dengan menekankan bahwa hubungan antara hak dan
kewajiban berkaitan erat dengan hukum dan moral, yakni moralitas lebih
menekankan pada kewajiban, sedangkan hukum lebih menekankan pada
hak .3

Kelsen memandang hak dan kewajiban sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam sistem hukum. Ia menolak pandangan tradisional yang
menyatakan bahwa hak selalu mendahului kewajiban, karena hak dan

kewajiban muncul secara bersamaan dalam konteks norma hukum.®*

%2 Ibid.

% Shidarta, "Hak dan Kewajiban", Binus University, 2022, https://business-
law.binus.ac.id/2021/10/31/hak-dan-kewajiban/, (diakses pada tanggal 26 Maret 2025).

% E. Fernando M. Manullang, "Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen dan Teori Tradisional:
antara Manipulasi dan Fiksi", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10 Nomor 1 Tahun 2021, him. 143.
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Kelsen berpandangan bahwa hak dan kewajiban merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam sistem hukum, yang mana keduanya saling
melengkapi dan tak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemenuhan
kewajiban sering kali menjadi prasyarat untuk seseorang mendapatkan
haknya.

Sebagaimana pengertian menurut para ahli, kewajiban sudah
seharusnya tak hanya sekedar dipenuhi, melainkan dilakukan dengan rasa
penuh tanggung jawab. Permintaan terhadap hak tanpa pemenuhan
kewajiban dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan berpotensi
menimbulkan permasalahan sosial. Sebaliknya, terdapat pemenuhan
kewajiban tanpa pengakuan terhadap hak dapat mengakibatkan
penindasan dan ketidakadilan. Kata kewajiban sendiri memiliki arti bahwa
sesuatu harus atau wajib dilaksanakan. Jika kewajiban tidak dilaksanakan,
maka orang yang tak melaksanakan tersebut tidak akan memperoleh hak-
haknya dan bahkan memperoleh konsekuensi berupa sanksi atau hukuman
yang sepadan dengan tingkat kelalaiannya.>®

Hukuman atau dalam bahasa Inggris yakni punishment pada dasarnya
ialah segala sesuatu yang dapat memperlemah serta mengurangi frekuensi
berulangnya suatu tindakan. Hukuman ialah sebagai bentuk konsekuensi
yang diterima seseorang karena kesalahan atau pelanggaran yang
diperbuat. Menurut Irham Fahmi hukuman adalah sanksi yang diterima

oleh seseorang karena ia tidak mampu melaksanakan tugas atau pekerjaan

% Syamsu Ridhuan, "Harmoni Dan Hak Kewajiban", Modul Pembelajaran Online Pendidikan
Kewarganegaraan Universitas Esa Unggul, 2019, hlm. 7.
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yang telah diperintahkan dengan baik dan sesuai.®® Selain itu, Hasibuan
mengemukakan bahwa hukuman atau punishment adalah:®’
“Suatu perbuatan, dimana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan
nestapa kepada orang lain, yang baik dari segi kejasmanian maupun
dari kerohanian orang lain itu mempunyai kelemahan bila
dibandingkan dengan diri kita, dan oleh karena, itu maka kita

mempunyai tanggung jawab untuk membimbingnya dan
melindunginya.”

Sedangkan, pengertian dari hukuman menurut M. Ngalim Purwanto,
ialah:®8
“Penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh

seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu
pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.”

Sementara itu, terhadap pemenuhan kewajiban secara terus menerus
ataupun pemenuhan yang melebihi dari kewajibannya, dapat memperoleh
suatu penghargaan atau reward yang merupakan bagian dari hak yang
seharusnya diterima. Irham Fahmi menyatakan bahwa penghargaan ialah
suatu bentuk pembalasan jasa yang diberikan pada seseorang atas adanya
suatu pencapaian atau prestasi kerja yang telah ia lakukan, dan
penghargaan tersebut dapat berupa penghargaan baik secara finansial
maupun non-finansial.®® Penghargaan atau reward ini diberikan untuk

memotivasi seseorang dalam melakukan pekerjaannya.

% Evi Sofiati, "Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Pegawai", Ekono Insentif,
Vol. 15 Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 41.

5" Asmanita Bella Safitri, "Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Aparatur Sipil
Negara Pada Balai Bahasa Sumatera Selatan", SEIKO: Journal of Management & Business, Vol. 4
Nomor 3 Tahun 2022, hlm. 142.

% Wahyuni et.al., "Pengaruh Pemberian Penghargaan (Reward) dan Sanksi/Hukuman
(Punishment) terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau",
EJournal Administrasi Negara, Vol. 6 Nomor 4 Tahun 2018, hlm. 8§107.

%9 Esih Jayanti and Akhmad Husain Andi, "Pengaruh Reward dan Punishment terhadap Kinerja
Polisi di Polres Cilacap", Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2022,
hlm. 319.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum pada penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum
doktrinal dikarenakan penelitian hukum berfokus dilakukan meneliti
pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum serta meneliti
pustaka yang berkaitan dengan terhadap pembahasan hukum seperti buku
dan jurnal sehingga penelitian ini bersifat pustaka (library resesarch).
Penelitian doktrinal mempertanyakan (posisi hukum) yang berkaitan
dengan analisa doktrin hukum, pengembangan serta aplikasinya.°

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang
dilakukan dengan menelaah segala aturan atau regulasi yang
berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.%! Penulis menggunakan
metode ini dalam menelaah semua bentuk regulasi atau peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek permasalahan
dalam penelitian yakni berkaitan dengan Penerapan Hukuman dan
Penghargaan (Punishment and Reward) dalam Rangka Peningkatan
Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Birokrasi di Indonesia.

Dengan pendekatan ini Penulis dapat melihat acuan dalam norma

0 Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", Jurnal Hukum dan
Peradilan, Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2012, hIm. 189.

81 Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Cet. Pertama, Scopindo
Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 32.
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hukum serta turunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan hukuman dan penghargaan terhadap peningkatan kualitas
SDM dalam birokrasi di Indonesia.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan konseptual dilakukan dengan membangun suatu
konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Konsep yang ingin
dibangun tersebut diperoleh dengan merujuk pada pandangan dan

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.®?

Dengan
menggunakan pendekatan konseptual, Penulis dapat membangun
teori yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan, teori
pengawasan serta teori hak dan kewajiban. Teori-teori yang telah
dituliskan tersebut diambil atau dirujuk dari pandangan-pandangan
sarjana serta doktrin-doktrin hukum.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dalam hal ini yakni berbasis pada kasus yang
menjadi pengantar permasalahan dalam penelitian ini, yakni adanya
penegakan hukum yang sewenang-wenang dan tidak berdasar,
sehingga Penulis hendak membahas dan menganalisis kasus tersebut.

3. Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum utama dalam penelitian ini yaitu referensi yang

mempunyai kekuatan dalam mengikat hukum yaitu antara lain:

62 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Keempat, Kencana Prenada Media, Jakarta,
2008, hlm. 137.
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1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yakni berkenaan dengan referensi yang
berisi penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum jenis ini
berkaitan dengan hasil penelitian, jurnal, pendapat para ahli maupun
makalah.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum jenis ini memberikan petunjuk atau penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Beberapa di antaranya,

yakni kamus, artikel maupun ensiklopedia.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
Penelitian berfokus pada penelitian hukum normatif maka teknik
pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan maka
cara memperoleh data dengan mengkaji aturan-aturan hukum maupun
buku-buku, jurnal, pendapat para ahli dan/atau sarjana hukum yang ada
kaitannya dengan penelitian.
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian
Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode
preskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Dengan metode preskriptif, penelitian
hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep
baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dikaji.%®
Pendekatan kualitatif yang digunakan Penulis dimaksudkan untuk
menyelami suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara
pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan
pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.®*
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Dalam menyimpulkan hasil akhir dari penelitian ini Penulis
menggunakan metode deduktif yaitu metode atau pendekatan dengan
menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke

khusus terhadap permasalahan konkrit yang dihadapai atau diteliti.

8 Ibid, him. 35.

8 Oky Sugianto, "Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan", Binus University,
2023,  https://binus.ac.id/bandung/2023/11/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/,
(diakses pada tanggal 27 September 2024).
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